
WALIKOTA MADIUN 

SALINAN 

PERATURAN WALlKOTA MADfUN 

NOMOR 31 TAHUN 2020 

TE NTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA MAD[UN NOMOR 3 

TAHUN 2019 TENTANG PEDOl\!AN PEMBERIAN HIBAH, BANTUAN SOSlAL, 

DAN BANTUAN KEUANGAN YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN 

PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA MADIUN 

WALIKOTA MADIUN, 

Menlmbang : u. bnlmn bcrclasnrknn kctcnLUnn Pasal 133 aynt (3) Pcrnturan 

Mcntc.ri Oalum Ncgcri Nomor 13 Tahun 2006 tcntang 

Pcdmnan Pcngclolann Kcu.ungun Dacrah scbagaimana lclah 

diuuuh bcbcr. p,t l<ali tcrakhir dengan Peraturnn Mcnteri 

Dalam Ncgeri Noruor 21 Tahun 2011, tat.a cara pcmbcnan 

dan pcrLangguagjuwnban suusicli, htbah, bantuan sosial 

dnn banman kcuangan d1tetapkan dalam Pcraturan 

Kcpnlo Ducruh: 

b. bah\\U Peruturan Walikotn Madiun Nomor 3 Tahun '2019 

tcnumg Pcdomnn Pcml>criun llibah. Banrunn Sosial, dun 

Bantunn Kcuangnn yang bcrsumber duri Anggarnn 

Pcnclupatan dan t3clanja Doeroh Kot.a Madiun dipandang 

sudoh Lidak scsrn1i logi dcngnn ~ituasi dan kondisi pada 

suat ini, :sehingga pcrlu diubah: 

c, bolrnn bcrdosarkan pcrlimbangan scbagaimann dimaksud 

dnlnm huruf n dnn hunif b, scrta guna tcrtib edministras1 

pcng •lole.ru1 kcunngnn dacrnh, pcrlu menctapkan Peraturan 

Wnltkota Maciiun tcntang Pcrubaho.n AlaS Pcraluran 

Walikola Modiun Nomor 3 Tahun 2019 tcntang Pcdoman 

Pcmbcrian lfibah, Banlunn Sosial, don Bantuan Kcuangan 

yang bcrsumbcr dnri Angg:nran Pendapatnn dan BelanJa 

O;u•rah Koln Mndarn: 
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I. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Kcuangan 

Negara; 
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara ; 

3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang 

Pemeriksaan Pcngelolaan dan Tanggung Jawab Kcuangan 

Negara; 
4 . Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentu.kan Peraturan Perundang-undangan 

sebagai.mana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 

15 Tahun 2019 ; 

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Oaerah sebagaimana tclah diubah beberapa 

kali terakhir dcngan Undang-Undang Nomor 9 

Tahun 2015; 
6. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 ten tang Organisasi 

Kemasyarakalan ; 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tabun 2012 tentang Hibah 

Daerah; 
8 . Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengclolaan Keuangan Oaerah ; 

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 

tentang Pedoman Pengelolaan Keuaogan Daerah 

sebagaimana tclah diubah beberapa kali terakhir dengan 

Peraruran Mentcri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ; 

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 

tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial 

yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah sebagaimana telah diubah bebcrapa kali Lerakhir 

dengan Peraturan Mcnteri Dalam Negeri Nomor 99 

Tahun 2019; 

11. Peraturao Menleri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 

Lentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran 

dalam APBD, dan Tertib Administrasi Pengajuan, 

Penyalw-an, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan 

Bantuan Kcuangan Partai Politi!< sebagaimana telah diubah 

beberapa kali tcrakhir dengan Peraturan Menlerl Dalam 

Negeri Nomor 6 Tahun 2017 ; 
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12. Peraturan Daerah Kota Madiu.n Nomor 8 Tahun 2011 

tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah ; 

13. Peraturan Daera.h Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2017 

tentang Pedoman Pembcntukan Produk Hukum Daerah ; 

14. Pcracuran Walikot.a Madiun Nomor 3 Tahun 2019 tentang 

Pedoman Pemberian Hibah, Banluan Sosial dan Bantuan 

Keuangan yang Bersumber dari Angga.ran Pcndapatan dan 

Belanja Dacrah Kota Madiun 

MEMUTOSKAN : 

Meoetapka.n: PERATURAN WALIKOTA MADIUN TENTANG PERUBAHAN 

ATAS PERATURAN WALIKOTA MADIUN NOMOR 3 TAHUN 

2019 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN HIBAH, BANTUAN 

SOSIAL DAN BANTUAN KEUANGAN YANG BERSUMBER 

DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 

KOTA MADIUN. 

Pasal I 

Beberapa kelent-uan dalam Peracuran Walikota Madiun Nomor 

3 Tahun 2019 tentang tentang Pedoman Pemberian Hibah, 

Bantuan Sosial, dan Banluan Keuangan yang Bcrsumbe.r dari 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daera.h Kota Madiun (Serita 

Dae.rah Kota Madiun Tahun 2019 Nomor 3/G) diubah scbagai 

berikul : 
l. DianLara Pasal 13 dan Pasa1 14 disisipkan 1 (satu) Pasal, 

yakni pasal 13A sehingga berbunyi sebagai berikut : 

Pasal 13A 

(1) Dalam hal terdapal perubahan rincian penggunaan 

hibah pada saat pencairan hibah, diatur sebagai 

berikut : 

a. perubahan rincian penggunaan hibah sampai dengan 

10% (sepuluh persen) darl proposal usulan hibah, 

perubahan proposal dlmaksud dllakukan oleh 

penerima hibah; 
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b. perubahan rincian penggunaan hi bah di atas 10% 

(sepuluh persen) sampa.i dengan 50% (lima puluh 

persen) dari proposal usulan hibah, perubahan 

proposal dlmaksud dllakukaa oleh peacrima hibah 

dengan persctujuan Walikota; 

c. perubahan rincian penggunaan hibah di atas 50% 

(lima puluh pcrsenl dari proposal usulan hlbah, 

pcrubahan proposal dimaksud dilakukan oleb 

peacnma hibab dengaa persetujuan Walikota dan 

dibahas bcrsama Dewan Perwakilaa Rakyat Daerah 

Kota Mad!un. 

(2) SKPD pengelola hlbah, dapat menolak perubahaa 

proposal hibah yang tidak sesuai ketentuan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (I). 

2. Ketencuaa Pasal J 6 d!tambahkan l (satu] ayat yakni 

ayat (3) sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai bcrikut : 

Pasal 16 

(1) Pcnerima hibah berupa uang menyampalkan laporan 

penggunaan hibah kcpada Walikota melaJui PPKD 

dengan tembusan SKPD tcrkait. 

(2) Pcnerlma hibah berupa barang atau jasa menyampaikan 

laporan penggunaan hibah kepada Walikota melalui 

kepala SK.PD tcrkait. 

(3) Peneri.ma hibah yang tidak menyampaikan laporan 

penggunaan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dan ayal (2), Udak dapat mclakukan pencairaa hibah 

tahun anggaran berlkumya. 

3. Kecentuan Pasal 37 ditambahkan l (satu) ayaL yakni 

ayat (3) sehingga Pasal 37 berbunyi sebagai bcrikut : 

Paaal 37 

(1) Penerima Bantuan Sosial berupa uang mcnyampaikan 

laporan penggunaan Bantuan Sosial kepada Walikota 

mclakui PPKD dengan tembusan kcpada SK.PD tcrka.iL 
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(2) Penerima Bantuan Sosial berupa barang menyampaikan 

laporan pengguna.an Bantuan Sosial kepada Wallkota 

roclalw kepala SKPD lerkail. 

(3) Pencrima Banluan Sosial yang tidak menyampaikan 

laporan pcnggunaan Banruan Sosial sebagaimana 

dimaksud pada ayat ( I) dan ayat (2), tidak dapa.t 

mclakukan pencairan bantuan sosial tahun anggaran 

beiikutnya. 

Pasal Il 

Peraturan Wallkola ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 

Agar sct.iap orang mengetahuinya, memerintabkan 

pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya 

dala.m Serita Daerah Kota Madiun. 

Diundangkan di Madiun 
pada.tanggal b Jul1 2020 

SEKRETARIS DAERAH, 

ttd 

RUSDIYANTO, SH, M .Hum 
Pembina Uta.ma Madya 

NIP. 19671213 199503 1 003 

BERJTA DAER.AH KOT/\ Mi\DfUN 
TAHUN 2020 NOMOR 3l/C 

Ditecapkan di Madiun 

pada UUlggal ti Juli 2020 

WALIKOTA MADIUN, 

ttd 

Drs. H. MAIDI, SH, MM, M.Pd. 

Salinan sesuai dengan asHnya 
a.n. WALIKOTA MADIUN 

Sekretaris Daerah 
u .b. 
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Bagi~ Hukum 

El<RETARIAT • 
QAERAtl 

BOWO SH 
ma Tingkat I 
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